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PENGERTIAN ARSITEKTUR TANGGAP BENCANA 

Arsitektur Tanggap Bencana adalah sebuah pendekatan holistik dalam disiplin arsitektur 

dan perencanaan lingkungan terbangun yang bertujuan untuk meminimalkan dampak 

negatif bencana alam dan non-alam, serta mempercepat proses pemulihan dan 

pembangunan kembali yang lebih baik dan tangguh. Ini bukan sekadar tentang 

membangun struktur yang kuat, tetapi tentang menciptakan ekosistem binaan yang 

mampu beradaptasi, bertahan, dan pulih secara efektif dari berbagai ancaman. Arsitektur 

Tanggap Bencana adalah perwujudan dari prinsip ketahanan (resilience) dalam bentuk 

fisik. Ini adalah pendekatan multidisiplin yang tidak hanya mempertimbangkan aspek 

teknis-struktural, tetapi juga dimensi sosial, ekonomi, kelembagaan, dan lingkungan. 
 

Sumber: SNI 1726:2019 – Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa 

 

 

Konsep ini melampaui standar bangunan biasa dengan 

mempertimbangkan siklus hidup bencana secara menyeluruh: 

 Mitigasi: Desain yang meminimalkan kerusakan saat bencana terjadi. Ini 

termasuk penggunaan material yang tahan bencana, struktur yang 

fleksibel atau kokoh terhadap gaya alam, serta perencanaan tata ruang 

yang memperhitungkan zona rawan bencana. 

  Kesiapsiagaan: Memasukkan fitur-fitur yang mendukung evakuasi cepat 

dan aman, seperti jalur evakuasi yang jelas, ruang aman, dan sistem 

komunikasi darurat. Respons: Memastikan bangunan dapat berfungsi 

sebagai tempat perlindungan sementara atau pusat bantuan darurat 

jika diperlukan. 

 Pemulihan: Desain yang memungkinkan perbaikan cepat dan efisien 

setelah bencana, seringkali dengan modulasi atau sistem yang mudah 

diganti. Ini juga bisa berarti mendesain bangunan yang dapat 

beradaptasi dengan perubahan lingkungan atau pola bencana di masa 

depan. 
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Sumber : BNPB, Kementerian PUPR 
Mengapa Arsitektur Tanggap Bencana Penting? Di wilayah yang rentan 

bencana, arsitektur tanggap bencana menjadi sangat krusial karena: 

 Melindungi Nyawa: Desain yang tahan bencana dapat secara signifikan 

mengurangi korban jiwa dan cedera saat bencana melanda. 

Mengurangi Kerugian 

 Ekonomi: Dengan meminimalkan kerusakan pada bangunan dan 

infrastruktur, kerugian finansial akibat bencana dapat ditekan, 

mempercepat proses pemulihan ekonomi komunitas. 

 Meningkatkan Ketahanan Komunitas: Bangunan yang tetap berdiri dan 

berfungsi setelah bencana memungkinkan masyarakat untuk bangkit 

lebih cepat dan melanjutkan kehidupan. 

 Keberlanjutan: Seringkali, prinsip arsitektur tanggap bencana juga 

sejalan dengan prinsip desain berkelanjutan, karena penggunaan 

material yang tepat dan perencanaan yang matang dapat mengurangi 

jejak karbon dan dampak lingkungan. 

Mengapa Arsitektur Tanggap Bencana Itu Penting? Arsitektur tanggap 

bencana bukan sekadar tren baru dalam dunia desain, tapi sebuah kebutuhan 

krusial, terutama bagi negara-negara seperti Indonesia yang sangat rentan 

terhadap berbagai bencana alam. Ada beberapa alasan kuat mengapa 

pendekatan ini harus menjadi prioritas: 

 Melindungi Nyawa dan Meminimalkan Cedera: Ini adalah alasan paling 

mendasar dan utama. Bangunan yang dirancang untuk tahan gempa, 

banjir, atau angin kencang secara signifikan mengurangi risiko 

runtuhnya struktur, yang bisa menyebabkan korban jiwa dan cedera 

serius. 

 Bencana alam seringkali menyisakan kerugian finansial yang sangat 

besar. Hancurnya rumah, fasilitas umum, jembatan, dan infrastruktur 

lainnya membutuhkan biaya rekonstruksi yang tidak sedikit dan waktu 

yang lama. 
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Sumber: SNI 1726:2019 – Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa 
PERENCANAAN BANGUNAN TANGGAP BENCANA 

Pondasi Desain Pondasi yang Digabungkan. Fondasi bangunan yang baik 

haruslah kokoh dalam menyokong beban dan tahan terhadap perubahan 

termasuk getaran. Penempatan fondasi juga perlu diperhatikankondisi 

batuan dasarnya.Pada dasarnya fondasi yang baik adalah seimbang atau 

simetris. Dan untuk pondasi yang berdekatanharus dipisah, untuk mencegah 

terjadinya keruntuhan local (Local Shear). 

 
 

 

 
Sumber : SNI 2847:2019 – Beton Bertulang 
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Kolom Desain Gedung dengan Kolom Menerus. Kolom harus menggunakan 

kolom menerus (ukuran yang mengerucut/ semakin mengecil dari lantai ke 

lantai). Dan untuk meningkatkan kemampuan bangunan terhadap gaya 

lateral akibat gempa, pada bangunan tinggi (high rise building) acapkali 

unsur vertikal struktur menggunakan gabungan antara kolom dengan 

dinding geser (shear wall). 
 

Sumber: adaptasi SNI 1726:2019 

Denah bangunan Bentuk Denah bangunan sebaiknya sederhana, simetris, dan 

dipisahkan (pemisahan struktur). Untuk menghindari adanya dilatasi 

(perputaran atau pergerakan) bangunan saat gempa. Namun dilatasi ini pun 

menimbulkan masalah pada bangunan yaitu beberapa gedung yang dilatasi 

akan mempunyai waktu getar alami yang berbeda, sehingga akan 

menyebabkan benturan antar gedung, Ketidak efektifan dalam pemasangan 

interior, seperti : plafond, keramik, dll Perlunya konstruksi khusus (balok korbel). 

 

Sumber: BNPB (2017). Pedoman Teknis Bangunan Tahan Gempa 
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Prinsip-prinsip Kunci 

Beberapa prinsip utama dalam arsitektur tanggap bencana meliputi: 

 
Analisis Risiko Bencana: Memahami jenis bencana yang paling 

mungkin terjadi di suatu lokasi dan tingkat kerentanannya. 

 
Desain Struktur yang Kuat: Menggunakan standar bangunan yang 

ketat, material yang tahan gempa/angin, dan teknik konstruksi yang 

terbukti. 

 
Perencanaan Tata Ruang yang Tepat: Menghindari pembangunan di 

zona bahaya tinggi (misalnya, bantaran sungai yang rawan banjir, 

lereng rawan longsor) dan menciptakan jalur evakuasi yang jelas. 

 
Sistem Evakuasi dan Perlindungan: Merancang rute evakuasi yang 

aman, titik kumpul, dan tempat penampungan sementara yang 

dapat diakses dengan mudah. 

 
 

 

 
 

Sumber : SNI 2847:2019 – Beton Bertulang 
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Infrastruktur Vital yang Tangguh: Memastikan fasilitas penting seperti 

rumah sakit, pusat komunikasi, dan sistem pasokan air dan listrik tetap 

berfungsi setelah bencana. 

Partisipasi Masyarakat: Melibatkan komunitas lokal dalam proses 

perencanaan dan desain untuk memastikan solusi yang relevan dan 

berkelanjutan. 

 Inovasi Material dan Teknologi: Eksplorasi material baru yang ringan, 

kuat, dan mudah dipasang, serta teknologi pemantauan dini. 

 

Implementasi di Indonesia 

 Di Indonesia, penerapan arsitektur tanggap bencana menjadi semakin 

mendesak. Beberapa contoh implementasi nyata meliputi: 

 Kode Bangunan Tahan Gempa: Penerapan standar SNI (Standar 

Nasional Indonesia) untuk bangunan tahan gempa di daerah rawan 

seismik. 

 Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA): Program pemerintah yang 

menyediakan rumah modular yang dapat dibangun cepat dan tahan 

gempa untuk korban bencana. 

 Bangunan Serbaguna: Desain bangunan sekolah atau fasilitas umum 

yang juga dapat berfungsi sebagai tempat evakuasi atau pusat 

komando darurat. 

 Edukasi dan Sosialisasi: Peningkatan kesadaran masyarakat tentang 

pentingnya membangun rumah yang aman dan memahami jalur 

evakuasi. 
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Sumber : BNPB, Kementerian PUPR 

Material dan Teknologi Inovatif dalam Arsitektur Tanggap Bencana 

Penggunaan material dan teknologi yang tepat adalah tulang punggung dari 

arsitektur tanggap bencana. Inovasi terus berkembang untuk menciptakan 

bangunan yang lebih kuat, ringan, dan berkelanjutan. 

 Material Tahan Bencana 

  Bambu Rekayasa (Engineered Bamboo): Bambu, yang 

 melimpah di Indonesia, telah dikembangkan menjadi material 

 konstruksi yang lebih kuat dan tahan lama melalui proses 

 rekayasa. Dengan kekuatan tarik yang tinggi dan sifat lentur, 

 bambu rekayasa sangat cocok untuk struktur tahan gempa. 

 

 
Sumber : BNPB, Kementerian PUPR 
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Beton Serat (Fiber-Reinforced Concrete - FRC): Penambahan serat (baja, kaca, 

atau serat sintetis) ke dalam campuran beton meningkatkan daktilitas dan 

ketahanan retak beton. Ini membuat struktur beton lebih mampu menahan 

gaya lateral akibat gempa tanpa runtuh secara tiba-tiba. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : BNPB, Kementerian PUPR 
Baja Ringan (Light Steel Frame): Material ini populer karena bobotnya yang 

ringan, kekuatan tinggi, dan kemudahan instalasi. Struktur baja ringan 

menunjukkan performa yang baik saat gempa karena sifatnya yang daktail. 

Selain itu, kecepatan konstruksinya sangat membantu dalam fase tanggap 

darurat dan rekonstruksi. 

 

 
Sumber : BNPB, Kementerian PUPR 
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Material Komposit Canggih: Material seperti Carbon Fiber Reinforced Polymer 

(CFRP) semakin banyak digunakan untuk memperkuat struktur eksisting. 

Material ini sangat ringan namun memiliki kekuatan tarik yang luar biasa, 

ideal untuk retrofit bangunan. 
 

Sumber : BNPB, Kementerian PUPR 

Teknologi Pemantauan dan Peringatan Dini 

Sensor Getaran Bangunan: Pemasangan sensor pada struktur bangunan 

dapat memantau respons bangunan terhadap getaran gempa secara real- 

time. Data ini penting untuk menilai kerusakan pasca-gempa dan 

menentukan apakah bangunan aman untuk digunakan kembali. 

Sistem Peringatan Dini Bencana (Early Warning Systems - EWS): Meskipun 

bukan bagian langsung dari arsitektur fisik bangunan, EWS seperti sistem 

peringatan tsunami, sensor pergerakan tanah, atau pemantau ketinggian 

air sungai, sangat penting untuk memberikan waktu bagi evakuasi. Desain 

bangunan dan tata ruang harus terintegrasi dengan EWS ini. 
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Pemodelan dan Simulasi Digital (BIM dan CFD): Penggunaan Building 

Information Modeling (BIM) dan Computational Fluid Dynamics (CFD) 

memungkinkan perancang untuk memodelkan dan mensimulasikan 

performa bangunan di bawah skenario bencana (misalnya, aliran angin 

topan atau dampak tsunami) sebelum konstruksi fisik dimulai. Ini 

membantu mengidentifikasi potensi kelemahan dan mengoptimalkan 

desain. 

 
Peran Komunitas dan Partisipasi dalam Arsitektur Tanggap Bencana 

 Melibatkan Masyarakat Lokal: Dalam merancang tempat 

 penampungan sementara atau hunian rekonstruksi, 

  melibatkan calon penghuni sangat penting. Mereka 

  memahami kebutuhan lokal, kebiasaan, dan kearifan lokal 

 yang dapat menghasilkan solusi desain yang lebih relevan dan 

 berkelanjutan. Misalnya, desain rumah yang 

 mempertimbangkan iklim setempat atau material yang 

 tersedia di lingkungan sekitar. 
 

Sumber BNPB (2017). Pedoman Teknis Bangunan Tahan Gempa 
Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas: Memberikan pelatihan kepada 

masyarakat tentang teknik konstruksi tahan bencana, cara mengidentifikasi 

risiko, dan cara merespons saat bencana. Ini memberdayakan komunitas 

untuk menjadi agen perubahan dalam meningkatkan ketahanan lingkungan 

binaan mereka sendiri. 
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Penampungan Sementara dan Permanent Shelters 

Desain Humanis untuk Penampungan Sementara: Penampungan 

sementara pasca-bencana harus dirancang tidak hanya untuk bertahan, 

tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti sanitasi, 

privasi, dan ruang komunal. Desain harus memungkinkan fleksibilitas 

untuk diadaptasi dan dapat dibongkar pasang dengan mudah. 
 

Sumber : BNPB (2017). Pedoman Teknis Bangunan Tahan Gempa 

Transisi dari Penampungan ke Hunian Permanen: Proses dari 

penampungan darurat ke hunian permanen perlu direncanakan dengan 

baik. Arsitektur modular atau prefabricated dapat mempercepat 

pembangunan hunian permanen dan memungkinkan partisipasi pemilik 

dalam proses perakitan. 

Kebijakan dan Regulasi Pendukung 

Keberhasilan arsitektur tanggap bencana sangat bergantung pada kerangka 

kebijakan dan regulasi yang kuat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber : Sphere Association (2018). Sphere Handbook 
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Standar dan Kode Bangunan 

 Penegakan Kode Bangunan yang Ketat: Penerapan dan 

penegakan standar bangunan tahan gempa, tahan angin, 

dan tahan banjir adalah fundamental. Ini mencakup 

pengawasan yang ketat selama proses perencanaan dan 

konstruksi. 

 Insentif untuk Bangunan Tahan Bencana: Pemerintah 

dapat memberikan insentif fiskal atau kemudahan 

perizinan bagi pengembang atau individu yang 

membangun dengan standar tanggap bencana yang lebih 

tinggi. 

 

Perencanaan Tata Ruang Berbasis Risiko 

 Zonasi Bencana: Identifikasi dan penetapan zona-zona rawan bencana 

dalam rencana tata ruang kota/daerah. Pembatasan pembangunan di 

zona berisiko tinggi atau penetapan syarat bangunan yang lebih ketat 

di zona tersebut. 

 

Sumber : BMKG (2020). Seismic Monitoring System 

 

Integrasi Infrastruktur Kritis: Memastikan bahwa infrastruktur penting 

seperti rumah sakit, jalur evakuasi, dan fasilitas air bersih dirancang 

untuk tetap berfungsi setelah bencana, dan lokasinya berada di area 

yang relatif aman. 
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Perencanaan Pasca-Bencana dalam Arsitektur Tanggap 

Bencana 

Arsitektur tanggap bencana tidak berakhir saat guncangan berhenti atau air 

surut. Justru, fase pasca-bencana adalah masa krusial di mana peran arsitek 

sangat vital dalam membangun kembali dengan lebih baik (build back 

better). 

 
1. Penilaian Kerusakan dan Analisis Cepat (Rapid Damage 

Assessment) 

 Setelah bencana, salah satu langkah pertama adalah 

melakukan penilaian cepat terhadap kerusakan bangunan 

dan infrastruktur. Arsitek, insinyur sipil, dan ahli konstruksi 

memiliki peran kunci di sini. 

Sumber : BMKG (2019), BNPB (2019) 

 Tujuan: Menentukan tingkat kerusakan, mengidentifikasi bangunan 

yang masih aman, yang perlu diperbaiki, dan yang harus dirobohkan. 

 Metodologi: Penggunaan teknologi seperti drone untuk pemetaan 

udara, aplikasi mobile untuk pengumpulan data kerusakan, dan tim 

lapangan yang terkoordinasi. 

 Implikasi: ini menjadi dasar untuk pengambilan keputusan tentang 

lokasi penampungan sementara, prioritas perbaikan infrastruktur vital, 

dan perencanaan rekonstruksi jangka panjang. 
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2. Perencanaan Tempat Penampungan Sementara 

(Temporary Shelters) dan Hunian Transisi 

 
Korban bencana seringkali membutuhkan tempat berlindung segera. Arsitek 

dapat merancang solusi penampungan yang lebih dari sekadar tenda. 

 Desain Humanis: Penampungan sementara tidak boleh 

hanya berfungsi sebagai tempat berlindung fisik, tetapi 

juga memenuhi kebutuhan psikologis dan sosial. 

Pertimbangan untuk privasi, ruang komunal, akses sanitasi 

yang memadai (toilet dan air bersih), dapur komunal, dan 

area bermain anak-anak menjadi penting. 

 Material dan Konstruksi Cepat: Penggunaan material yang 

mudah didapat secara lokal, modular, atau prefabrikasi 

sangat membantu dalam mempercepat pembangunan. 

Konsep "rumah tumbuh" (core house) yang bisa diperluas 

di kemudian hari juga relevan untuk transisi menuju 

hunian permanen. 

 Adaptasi Iklim Lokal: Mengingat Padang sering hujan, 

desain penampungan harus mempertimbangkan ventilasi, 

pencahayaan alami, dan perlindungan dari hujan lebat 

 
Sumber : Sphere Association (2018). Sphere Handbook 
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3. Rekonstruksi dan Pembangunan Kembali Berbasis 

Komunitas (Community-Based Reconstruction) 

 
Fase ini adalah peluang untuk membangun kembali yang 

lebih kuat dan lebih tangguh. 

Build Back Better: Konsep ini menekankan pada 

pembangunan kembali yang tidak hanya mengembalikan 

kondisi semula, tetapi juga meningkatkan ketahanan 

terhadap bencana di masa depan. Ini bisa berarti mengubah 

tata letak permukiman, menggunakan standar bangunan 

yang lebih tinggi, atau mengintegrasikan infrastruktur hijau. 
 

 

Sumber : UN-Habitat (2014). Post-Disaster Housing Reconstruction 

Sumber : UN-Habitat (2014). Post-Disaster Housing Reconstruction 
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Partisipasi Aktif Masyarakat: Melibatkan masyarakat lokal dalam setiap tahap 

perencanaan dan desain rekonstruksi. Ini memastikan bahwa solusi yang 

dibangun sesuai dengan budaya, kebutuhan, dan kemampuan lokal. 

Pendekatan participatory design memberdayakan masyarakat untuk memiliki 

"kepemilikan" atas proses dan hasil rekonstruksi. 
 

Sumber : BNPB (2015). Pedoman Manajemen Evakuasi 

Pengembangan Rencana Induk (Master Plan) Rekonstruksi: Sebuah 

rencana komprehensif yang mengintegrasikan aspek permukiman, 

infrastruktur, ekonomi, dan lingkungan. Rencana ini harus fleksibel dan dapat 

diadaptasi seiring berjalannya waktu. 
 

 
Sumber IFRC (2010). Owner Driven Housing Reconstruction Guidelines 
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Peran dan Tanggung Jawab Arsitek dalam Tanggap 

Bencana 

Arsitek memiliki peran yang lebih luas dari sekadar perancang 

bangunan indah; mereka adalah agen perubahan dalam 

konteks tanggap bencana. 

1. Sebagai Perencana Strategis 

 Analisis Risiko dan Kerentanan: Arsitek dapat bekerja sama 

dengan ahli geologi, geografi, dan perencanaan kota untuk 

mengidentifikasi area berisiko tinggi dan 

mengembangkan strategi mitigasi dalam skala makro 

(kota/wilayah). 

 Pengembangan Kebijakan dan Regulasi: Memberikan 

masukan teknis dalam penyusunan kebijakan tata ruang, 

kode bangunan, dan regulasi terkait bencana. 

 Desain Urban yang Resilien: Merancang kota atau 

permukiman yang tangguh terhadap bencana, termasuk 

sistem drainase yang baik untuk banjir, jalur evakuasi yang 

jelas, dan ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai titik 

kumpul darurat. 

 

Sumber BNPB (2015). Rencana Induk Rehabilitasi & Rekonstruksi Pascabencana 
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2. Sebagai Desainer Bangunan Tahan Bencana 

 Integrasi Prinsip Tahan Bencana: Menerapkan prinsip- prinsip desain 

tahan gempa, tahan angin, dan tahan banjir dalam setiap proyek, 

bahkan yang tampaknya tidak berisiko tinggi. Ini termasuk pemilihan 

material, sistem struktural, dan detail konstruksi. 

 Inovasi dan Riset: Terus mencari dan mengembangkan solusi desain 

serta material inovatif yang lebih efisien dan efektif untuk ketahanan 

bencana. 

 
 

 

 

Sumber : IAI (2019). Panduan Arsitektur untuk Mitigasi Bencana 

3. Sebagai Fasilitator dan Koordinator 

 Kolaborasi Multidisiplin: Bekerja sama dengan insinyur sipil, ahli 

geoteknik, perencana kota, sosiolog, dan pemerintah daerah. Tanggap 

bencana adalah upaya kolektif. 

 Komunikasi Efektif: Mengkomunikasikan konsep desain dan 

rekomendasi teknis kepada masyarakat, pembuat kebijakan, dan pihak- 

pihak terkait lainnya dengan bahasa yang mudah dimengerti. 

 Advokasi: Menjadi suara yang mengadvokasi pentingnya pembangunan 

yang tangguh terhadap bencana, baik di tingkat pemerintah maupun 

masyarakat. 
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Aspek Psikososial dan Kesiapan Komunitas dalam 

Arsitektur Tanggap Bencana 

 
Selain fokus pada struktur fisik dan perencanaan teknis, 

arsitektur tanggap bencana juga harus sangat 

mempertimbangkan dimensi psikososial dan kesiapan 

komunitas. Bagaimanapun, bangunan dirancang untuk 

manusia, dan ketahanan sejati berasal dari interaksi antara 

lingkungan binaan dan penghuninya. 

 
 

 
1. Ruang Aman dan Pemulihan Psikologis 

Bencana alam tidak hanya merusak fisik, tetapi juga 

meninggalkan luka psikologis yang mendalam. Arsitektur 

dapat berperan dalam proses pemulihan ini: 

Desain Ruang yang Menenangkan: Penampungan sementara 

atau hunian rekonstruksi harus dirancang untuk menciptakan 

lingkungan yang meminimalkan stres dan mempromosikan 

ketenangan. Ini bisa dicapai melalui: 

Pencahayaan Alami dan Ventilasi Baik: Mengurangi rasa 

pengap dan memberikan koneksi visual dengan dunia luar. 

Pencahayaan Alami dan Ventilasi Baik: Mengurangi rasa 

pengap dan memberikan koneksi visual dengan dunia luar. 

Material Alami dan Tekstur Hangat: Memberikan rasa 

nyaman dan mengurangi kesan "sementara" yang dingin. 

Ruang Privasi yang Memadai: Penting untuk kesehatan 

mental, terutama di lingkungan padat seperti 

penampungan. 

Area Komunal yang Terdefinisi: Mendorong interaksi sosial 

yang sehat dan memfasilitasi dukungan antar individu. 
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 Akses ke Fasilitas Pendukung: Memastikan penampungan memiliki akses 

mudah ke fasilitas kesehatan mental, area bermain anak-anak, atau ruang 

ibadah, yang semuanya berkontribusi pada pemulihan psikologis. Memori 

dan Identitas: Dalam rekonstruksi, arsitek dapat membantu masyarakat 

untuk kembali membangun memori kolektif dan identitas mereka melalui 

 desain yang menghormati budaya lokal atau mengintegrasikan elemen 

dari bangunan yang hancur. Ini membantu mengatasi trauma dan 

membangun kembali rasa kepemilikan. 

 

2. Pendidikan dan Kesiapsiagaan Berbasis Ruang 

Arsitektur dapat menjadi alat untuk mendidik dan 

mempersiapkan masyarakat akan datangnya bencana: 

Desain Edukatif: Bangunan umum seperti sekolah atau pusat 

komunitas dapat dirancang dengan fitur-fitur yang secara 

implisit mengajarkan kesiapsiagaan bencana. Misalnya, rambu 

evakuasi yang jelas, peta zona aman yang terintegrasi dalam 

desain interior, atau bahkan penggunaan material yang 

transparan untuk menunjukkan sistem struktural tahan 

gempa. 
 

 

 
Sumber : Sphere Association (2018) 
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Ruang Latihan Evakuasi: Halaman sekolah atau lapangan terbuka di 

permukiman dapat dirancang sebagai titik kumpul darurat dan jalur evakuasi 

yang mudah diakses, memfasilitasi latihan rutin dan familiarisasi dengan rute 

penyelamatan. 

 

Sumber : IAI (2019). Panduan Arsitektur untuk Mitigasi Bencana 

 
Kemitraan dengan Program Edukasi Bencana: Arsitek dapat berkolaborasi 

dengan lembaga penanggulangan bencana untuk mengintegrasikan 

program edukasi ke dalam desain ruang, seperti penyediaan area untuk 

simulasi bencana atau pameran informasi. 

 

 

 
 

Sumber : IAI (2019). Panduan Arsitektur untuk Mitigasi Bencana 
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3. Ketahanan Sosial dan Inklusivitas Lingkungan binaan yang tangguh 

harus mendukung ketahanan sosial dan inklusivitas semua kelompok 

masyarakat: 

 
Desain Aksesibel: Semua bangunan tanggap bencana, 

terutama tempat penampungan dan fasilitas vital, harus 

aksesibel bagi penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, 

dan anak-anak. Ini termasuk ramp, toilet yang disesuaikan, 

dan jalur yang bebas hambatan. 

 
 
 
 

 

Sumber : WHO (2015). Guidelines for Disability-Inclusive Shelter 

Partisipasi Kelompok Rentan: Melibatkan kelompok rentan dalam 

proses perencanaan dan desain adalah krusial. Kebutuhan spesifik 

mereka seringkali terabaikan jika tidak ada partisipasi aktif. 
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Jaringan Sosial yang Kuat: Desain ruang yang mendorong interaksi dan 

kolaborasi antar warga dapat memperkuat jaringan sosial, yang terbukti 

menjadi aset terbesar dalam menghadapi dan pulih dari bencana. Ruang 

komunal, pusat kegiatan, atau area hijau yang berfungsi sebagai tempat 

berkumpul dapat memfasilitasi ini. 

 
 
 
 

 

Sumber : BMKG (2020). Seismic Monitoring System 
Fleksibilitas Penggunaan Ruang: Bangunan yang dapat dengan mudah 

diadaptasi untuk berbagai fungsi selama dan setelah bencana (misalnya, 

sekolah yang menjadi penampungan, pusat komunitas yang menjadi klinik 

darurat) menunjukkan fleksibilitas dan efisiensi. 

 

Sumber : Sphere Association (2018) 
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4. Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Meskipun bukan arsitektur 

fisik, TIK sangat mempengaruhi efektivitas tanggap bencana dan dapat 

diintegrasikan ke dalam desain lingkungan: Infrastruktur Komunikasi yang 

Resilien: Memastikan fasilitas vital memiliki cadangan daya dan sistem 

komunikasi yang dapat berfungsi saat listrik padam atau jaringan utama 

rusak. 

 

Sumber : ESRI (2019), BNPB (2019) 

Aplikasi dan Platform Informasi: Pengembangan aplikasi mobile untuk 

peringatan dini, pelaporan kerusakan, atau koordinasi bantuan. Bangunan 

dapat dilengkapi dengan titik akses Wi-Fi darurat atau pengisian daya ponsel. 

 

 

 

Sumber : BNPB, Kementerian PUPR 
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Pemanfaatan Data Spasial: Penggunaan Sistem Informasi Geografis (SIG) 

untuk pemetaan risiko, perencanaan jalur evakuasi, dan manajemen bantuan 

pasca-bencana. 

 

Sumber : ESRI (2019), BNPB (2019) 

Sumber : Kementerian PUPR (2015). Pedoman Teknis RISHA 
Dengan mengintegrasikan aspek psikososial, kesiapan komunitas, dan 

pemanfaatan TIK, arsitektur tanggap bencana dapat melampaui sebatas 

"bangunan kuat" menjadi ekosistem yang berempati, adaptif, dan 

memberdayakan masyarakat untuk menghadapi tantangan bencana di masa 

depan. 
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Pendanaan dan Implementasi Berkelanjutan dalam 

Arsitektur Tanggap Bencana 

Membangun ketahanan bencana melalui arsitektur yang kuat 

tidak hanya membutuhkan desain yang inovatif, tetapi juga 

pendanaan yang memadai dan strategi implementasi yang 

berkelanjutan. 

1. Model Pendanaan untuk Pembangunan Tangguh Bencana 

Investasi dalam ketahanan bencana sering kali dipandang 

sebagai biaya tambahan, padahal ini adalah investasi jangka 

panjang yang dapat mengurangi kerugian jauh lebih besar di 

masa depan. 

Anggaran Pemerintah dan Prioritas: Pemerintah pusat dan 

daerah perlu mengalokasikan anggaran yang signifikan dan 

berkelanjutan untuk infrastruktur tangguh bencana. Ini 

termasuk pembangunan fasilitas publik yang aman (sekolah, 

rumah sakit), perbaikan dan penguatan bangunan eksisting 

(retrofit), serta pengembangan sistem peringatan dini. 
 

 

 
Sumber : BNPB (2019) 
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Kemitraan Publik-Swasta (KPS): Melibatkan sektor swasta dalam 

pembiayaan dan implementasi proyek-proyek tangguh bencana. 

Misalnya, pembangunan gedung komersial dengan standar tahan 

bencana yang lebih tinggi dapat didorong melalui insentif pajak atau 

kemudahan perizinan. 

Dana Bantuan Internasional dan Hibah: Lembaga donor internasional 

dan organisasi non-pemerintah seringkali menyediakan dana untuk 

program mitigasi dan rekonstruksi pasca-bencana. Pemerintah daerah 

dan komunitas dapat aktif mencari peluang ini. 

 

 

Sumber : BNPB, Kementerian PUPR 
Asuransi Bencana: Mendorong kepemilikan asuransi bencana bagi 

individu dan bisnis dapat mendistribusikan risiko kerugian dan 

mempercepat pemulihan ekonomi pasca-bencana. Regulasi atau 

insentif bisa diterapkan untuk meningkatkan partisipasi. 

Dana Risiko Bencana Komunal/Desa: Membentuk dana cadangan di 

tingkat komunitas atau desa yang dapat diakses cepat untuk perbaikan 

darurat atau pembangunan kembali skala kecil pasca-bencana. Ini 

mendorong kemandirian dan kesiapsiagaan lokal. 
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Sumber : BNPB (2019) 
2. Tantangan dan Strategi Implementasi di Lapangan Ide brilian di atas kertas 

membutuhkan eksekusi yang cermat dan berkelanjutan di lapangan. 

 
 Kapasitas Sumber Daya Manusia: Ketersediaan arsitek, insinyur, kontraktor, 

dan pekerja konstruksi yang terlatih dalam praktik bangunan tahan 

bencana adalah krusial. Ini memerlukan investasi dalam pendidikan, 

pelatihan, dan sertifikasi. Di Padang, program pelatihan khusus tentang 

teknik konstruksi tahan gempa dan tsunami akan sangat bermanfaat. 

 
 Pengawasan dan Penegakan Regulasi: Kode bangunan dan standar 

ketahanan bencana harus ditegakkan secara ketat melalui sistem 

perizinan dan inspeksi yang efektif. Tanpa pengawasan yang memadai, 

bahkan peraturan terbaik sekalipun akan percuma. 
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Manajemen Proyek yang Efisien: Proyek-proyek rekonstruksi pasca-bencana 

sering kali menghadapi kendala waktu, anggaran, dan logistik. 
 

 Transfer Pengetahuan dan Inovasi: Memastikan bahwa pelajaran dari 

bencana sebelumnya dan praktik terbaik dari tempat lain dapat 

diaplikasikan. Mendorong riset dan pengembangan material serta 

teknologi baru yang sesuai dengan konteks lokal. 

 Keterlibatan Masyarakat dalam Pemeliharaan: Setelah bangunan selesai 

dibangun, keterlibatan masyarakat dalam pemeliharaan dan 

pengawasannya sangat penting untuk memastikan ketahanan jangka 

panjang. Program edukasi tentang pemeliharaan bangunan tahan 

bencana dapat diberikan kepada pemilik rumah. 

 Adaptasi terhadap Perubahan Iklim: Proyek-proyek tanggap bencana 

harus juga mempertimbangkan dampak jangka panjang dari 

perubahan iklim, seperti kenaikan permukaan air laut, intensitas hujan 

ekstrem, atau pergeseran pola badai. Desain harus adaptif terhadap 

skenario masa depan. 
 

Sumber : BNPB (2019) 
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Etika dan Profesionalisme Arsitek dalam Tanggap Bencana 

 
Selain aspek teknis dan manajerial, arsitek juga memiliki tanggung jawab 

etika dan profesionalisme yang mendalam dalam konteks tanggap bencana. 

Peran mereka melampaui sekadar merancang bangunan; ini melibatkan 

komitmen terhadap keselamatan publik, keadilan sosial, dan keberlanjutan 

jangka panjang. 1. Tanggung Jawab Sosial dan Moral 

 Prioritas Keselamatan Publik: Tanggung jawab utama arsitek adalah 

memastikan bahwa desain dan saran mereka memprioritaskan 

keselamatan jiwa dan harta benda. Dalam situasi bencana, ini berarti 

mengedepankan standar keamanan struktural yang tinggi dan desain 

yang meminimalkan risiko, bahkan jika itu berarti biaya awal yang lebih 

tinggi. 

 Keadilan Sosial dalam Rekonstruksi: Arsitek harus memastikan bahwa 

upaya rekonstruksi dan pembangunan kembali bersifat inklusif dan adil. 

Ini berarti tidak hanya fokus pada area kaya atau proyek besar, tetapi juga 

memperhatikan kebutuhan masyarakat yang paling rentan dan 

terpinggirkan, yang seringkali paling parah terkena dampak bencana. 

 Desain harus sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan ekonomi 

mereka, bukan hanya template standar. Akuntabilitas dan Transparansi: 

Dalam proyek pasca- bencana, yang sering melibatkan dana publik dan 

bantuan, arsitek harus beroperasi dengan tingkat akuntabilitas dan 

transparansi yang tinggi. 
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BAB II 

PENCEGAHAN 
DAN MITIGASI 



BAB 2 
PENCEGAHAN DAN MITIGASI 

 
 

Architecture Disaster Response “atau Arsitektur Tanggap Bencana adalah Sebuah konsep 

perancangan atau perencanaan bangunan yang dilakukan untuk menangani dampak dari bencana 

alam dan tahan terhadap bencana, untuk penyelamatan serta evakuasi korban jiwa, dengan 

menerapkan konsep-konsep perancangan Arsitektur yang sadar akan keselamatan dan kondisi 

lingkungan. 

Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada 

saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan 

penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, 

pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan. Hal terkait mitigasi juga diatur dalam UU 

Nomor 24 Tahun 2007. Undang-Undang tersebut juga memuat definisi tentang mitigasi. Menurut 

UU 24 Tahun 2007, mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik 

melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi 

ancaman bencana. 
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BENCANA-BENCANA ALAM YANG 

TERJADI DI INDONESIA 

 
1. Tsunami 

a. Pengertian 

Tsunami berasal dari bahasa Jepang: tsu berarti pelabuhan, dan nami berarti gelombang. Tsunami 

adalah rangkaian gelombang laut besar yang terjadi akibat gangguan besar di dasar laut, seperti 

gempa bumi, letusan gunung api bawah laut, atau longsor bawah laut. Gelombang tsunami dapat 

menjalar dengan kecepatan tinggi dan menimbulkan kerusakan besar di daerah pesisir. 

 

Sumber : BNPB (2014), BMKG (2019), USGS (2015) 
b. Proses Terjadinya 

Terjadi gangguan tiba-tiba di dasar laut, seperti gempa bumi tektonik. Gangguan tersebut 

mengangkat atau menurunkan dasar laut secara mendadak. Terjadi perpindahan massa air laut 

secara vertikal. Terbentuk gelombang besar yang menjalar ke segala arah. Saat mendekati pantai, 

gelombang ini meninggi dan menghantam daratan dengan kekuatan besar. 

 
c. Faktor Penyebab 

 Gempa bumi bawah laut (khususnya dengan magnitudo >7 SR). 

 Letusan gunung api bawah laut 

 Longsor dasar laut. 

 Tumbukan meteorit di laut (sangat jarang terjadi). 
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2. Banjir 

a. Pengertian 

Banjir adalah peristiwa meluapnya air ke daratan yang biasanya kering, sehingga menyebabkan 

kerusakan lingkungan, merugikan aktivitas manusia, dan mengganggu kehidupan sosial ekonomi 

masyarakat. 
 

Sumber : BNPB (2014), BMKG (2019), USGS (2015) 
b. Proses Terjadinya 

1. Curah hujan tinggi terjadi dalam waktu lama. 

2. Air hujan tidak terserap oleh tanah secara maksimal. 

3. Saluran drainase atau sungai tidak mampu menampung debit air. 

4. Air meluap ke pemukiman atau area rendah. 

 
c. Faktor Penyebab 

 Curah hujan ekstrem dan terus menerus. 

 Penebangan hutan secara liar sehingga mengurangi daya serap tanah. 

 Pendangkalan sungai akibat sedimentasi atau sampah. 

 Sistem drainase yang buruk. 

 Perubahan tata guna lahan (misalnya, alih fungsi hutan menjadi permukiman). 
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3. Gunung Meletus 

a. Pengertian 

Gunung meletus adalah peristiwa keluarnya material dari dalam bumi seperti magma, gas, abu 

vulkanik, lahar, dan batu pijar melalui kawah gunung api. Letusan gunung berapi dapat bersifat 

eksplosif (hebat) atau efusif (lambat). 
 

Sumber : BNPB (2014), BMKG (2019), USGS (2015) 

b. Proses Terjadinya 

Aktivitas magma di dalam perut bumi meningkat, Magma naik ke permukaan karena tekanan tinggi. 

Gas-gas vulkanik terakumulasi dan menambah tekanan. Tekanan yang melebihi kekuatan batuan 

penutup gunung menyebabkan terjadinya letusan yang mengeluarkan magma dan material lainnya. 

 
c. Faktor Penyebab 

Aktivitas magma yang berasal dari mantel bumi. 

Pergerakan lempeng tektonik yang menyebabkan zona subduksi. 

Akumulasi tekanan gas di dapur magma. 

 
4. Dampak Gunung Meletus 

Dampak Negatif: 

 Korban jiwa dan luka-luka. 

 Kerusakan rumah, jalan, jembatan. 

 Lahar dingin dan panas menghancurkan desa. 

 Abu vulkanik mengganggu penerbangan dan pernapasan. 

 Lahan pertanian rusak dan pencemaran air. 

Dampak Positif: 

 Tanah menjadi lebih subur karena abu vulkanik. 

 Pembentukan bentang alam baru (kawah, danau). 

 Potensi wisata dan geowisata. 

 Sumber energi panas bumi (geothermal). 
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4 Tanah Longsor 
a. Pengertian 

Tanah longsor adalah peristiwa pergerakan massa tanah, batuan, atau material lain secara tiba-tiba 

dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Longsor dapat membahayakan 

penduduk, merusak infrastruktur, dan menimbulkana korban jiwa. 

 

Sumber : BNPB (2014), BMKG (2019), USGS (2015) 

b. Proses Terjadinya 

Tanah pada lereng menjadi jenuh air akibat hujan lebat menyebabkan struktur tanah kehilangan 

kestabilannya, Sehingga tanah tidak lagi mampu menahan beban dan gaya gravitasi yang 

menyebabkan terjadinya pergeseran atau runtuhan massa tanah. 

 
c. Faktor Penyebab 

 Curah hujan tinggi dalam waktu lama. 

 Lereng curam tanpa penahan. 

 Penggundulan hutan, terutama di daerah perbukitan. 

 Gempa bumi yang mengganggu kestabilan lereng. 

 Aktivitas manusia seperti pembangunan yang tidak memperhatikan kontur tanah. 
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5. Gempa Bumi 

a. Pengertian 

Gempa bumi adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam 

bumi secara tiba-tiba. Energi ini berasal dari pergerakan lempeng tektonik, aktivitas gunung berapi, 

atau retakan batuan di kerak bumi. 
 

Sumber BNPB (2005), IFRC (2005), UN OCHA (2005) 
b. Proses Terjadinya 

1. Tekanan dalam kerak bumi terus bertambah karena pergerakan lempeng. 

2. Terjadi akumulasi energi di titik patahan (fault). 

3. Saat energi tidak dapat ditahan, maka terjadi pelepasan secara tiba-tiba. 

4. Energi merambat dalam bentuk gelombang seismik yang menyebabkan guncangan. 

 
c. Faktor Penyebab 

 Pergerakan lempeng tektonik (konvergen, divergen, dan transform). 

 Aktivitas vulkanik (gempa vulkanik). 

 Aktivitas manusia seperti peledakan besar atau pengeboran. 

 Patahan atau sesar aktif yang menyimpan energi elastis. 
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6. Kebakaran Hutan 
a. Pengertian Kebakaran Hutan 

Kebakaran hutan adalah peristiwa terbakarnya vegetasi di kawasan hutan, semak belukar, atau 

padang rumput secara tidak terkendali yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, kehilangan 

keanekaragaman hayati, dan dampak sosial-ekonomi. Kebakaran ini bisa terjadi secara alami 

maupun akibat ulah manusia. 
 

Sumber : BMKG (2019) 

b. Dampak Kebakaran Hutan 

Lingkungan: Kerusakan ekosistem, kepunahan flora dan fauna, dan degradasi tanah. 

Kesehatan: Polusi udara dari asap (menyebabkan ISPA), terutama dari kebakaran lahan gambut. 

Sosial Ekonomi: Gangguan transportasi, kegiatan ekonomi, dan pendidikan. 

Iklim: Pelepasan emisi karbon dalam jumlah besar, mempercepat perubahan iklim global. 

 
c. Faktor Penyebab Kebakaran Hutan 

Kebakaran hutan umumnya disebabkan oleh dua faktor utama: alami dan manusia. 

1. Faktor Alami 

Petir: Kilat dapat memicu percikan api di hutan kering. 

Cuaca Ekstrem: Suhu tinggi, dan kekeringan berkepanjangan memicu penyebaran api. 

Letusan Gunung Api: Dapat menyalakan vegetasi kering di sekitarnya. 

 
2. Faktor Ulah Manusia (Penyebab Utama) 

Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar: Umum terjadi di pertanian atau perkebunan sawit. 

Cara cepat dan murah, tapi sangat berisiko. 

Kelalaian Manusia: Api unggun yang tidak dipadamkan sempurna. Puntung rokok dibuang 

sembarangan di area kering. 

Pembalakan Liar: Membuka akses manusia ke dalam hutan dan meningkatkan potensi kebakaran. 

Sengaja Dibakar (Sabotase/Perkara Tanah): Terkadang terjadi karena konflik lahan atau kepentingan 

tertentu. 
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KARAKTER BENCANA BENCANA ITU: 

 MERUBAH POLA KEHIDUPAN DARI KONDISI NORMAL 

 MERUGIKAN HARTA BENDA & JIWA 

 MERUSAK STRUKTUR SOSIAL MASYARAKAT 

 MEMUNCULKAN LONJAKAN KEBUTUHAN 

 
MAKNA BENCANA: 

ANCAMAN AKAN MENJADI BENCANA, APABILA MASYARAKAT MEMILIKI TINGKAT KAPASITAS 

LEBIH RENDAH, ATAU MEMILIKI TINGKAT KERENTANAN LEBIH TINGGI, DIBANDING TINGKAT 

ANCAMAN. 

 
PENANGANAN BENCANA: t8 

PENGUATAN MASYARAKAT DALAM KESIAP SIAGAAN, SISTEM PERINGATAN DINI, TINDAKAN 

TANGGAP DARURAT, EVAKUASI, MANAJEMEN BARAK 

 
PENANGANAN SUMBER ANCAMAN: 

PENDEKATAN PENANGANAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMBUATAN TERAS, 

GORONGGORONG, SALURAN BUANGAN, WADUK, TANGGUL, REBOISASI 

 
 
 
 

 

Sumber : BNPB, Kementerian PUPR 
 
 
 
 
 
 

 
 

40 



MITIGASI BENCANA 
1. Pengertian Mitigasi Bencana 

Mitigasi bencana adalah suatu bentuk tindakan preventif yang dilakukan sebelum bencana 

terjadi dengan tujuan utama untuk mengurangi risiko dan dampak dari bencana alam maupun non- 

alam terhadap masyarakat, lingkungan, dan infrastruktur. Mitigasi bukan bertujuan mencegah 

bencana terjadi, karena sebagian besar bencana, seperti gempa bumi atau letusan gunung api, 

tidak bisa dicegah. Namun, dampaknya bisa dikurangi agar tidak menimbulkan kerugian besar. 

Mitigasi merupakan bagian penting dari manajemen risiko bencana dan merupakan tahap pertama 

dalam siklus manajemen bencana, yang meliputi: 

 Mitigasi dan pencegahan 

 Kesiapsiagaan 

 Respon 

 Rehabilitasi dan rekonstruksi 

 
2. Tujuan dan Manfaat Mitigasi 

Tujuan Mitigasi Bencana: 

 Mengurangi potensi kerusakan yang diakibatkan oleh bencana. 

 Melindungi nyawa manusia dengan memperkuat kesiapan individu dan komunitas. 

 Mendorong pembangunan berkelanjutan dengan memperhitungkan risiko bencana dalam 

rencana pembangunan. 

 Mengurangi beban pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan pasca-bencana. 

 Membentuk budaya tanggap bencana dalam masyarakat. 

 
Manfaat Mitigasi Bencana: 

 Efisiensi anggaran negara karena biaya pencegahan lebih murah daripada pemulihan pasca 

bencana. 

 Pengurangan trauma dan kerugian psikologis masyarakat yang terdampak. 

 Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi bahaya di sekitarnya. 

 Mendorong perencanaan pembangunan berbasis risiko, sehingga pembangunan tidak 

merugikan lingkungan dan masyarakat. 

 

Sumber : UN OCHA (2005) 

 
 

41 



3. Klasifikasi Tindakan Mitigasi 

Tindakan mitigasi dibedakan menjadi dua jenis besar, yaitu: 

A. Mitigasi Struktural (Structural Mitigation) 

Merupakan bentuk mitigasi yang berfokus pada pembangunan fisik atau teknis untuk mengurangi 

dampak bencana. 

Contoh-contohnya: 

 Membangun bendungan atau tanggul untuk mencegah banjir. 

 Mendirikan bangunan tahan gempa menggunakan standar konstruksi tertentu. 

 Pemasangan sistem peringatan dini seperti sirine tsunami, sensor gunung api, atau pendeteksi 

tanah longsor. 

 Pembuatan jalur evakuasi dan tempat pengungsian permanen yang aman. 

B. Mitigasi Non-Struktural (Non-Structural Mitigation) 

Lebih menitikberatkan pada kebijakan, edukasi, regulasi, dan tata kelola sebagai upaya 

pengurangan risiko bencana. 

Contohnya: 

 Pendidikan kebencanaan di sekolah-sekolah dan masyarakat umum. 

 Pelatihan dan simulasi evakuasi secara rutin di wilayah rawan bencana. 

 Penetapan aturan tata ruang dan larangan membangun di zona rawan. 

 Kampanye kesadaran publik tentang pentingnya kesiapsiagaan bencana. 

 
4. Upaya Mitigasi Berdasarkan Jenis Bencana 

Setiap jenis bencana memiliki pendekatan mitigasi yang berbeda. Berikut ini beberapa contohnya: 

A. Gempa Bumi 

 Mendirikan bangunan tahan gempa sesuai standar SNI. 

 Menyediakan jalur evakuasi yang aman dari reruntuhan bangunan. 

 Pelatihan “Drop, Cover, and Hold On” di sekolah, kantor, dan tempat umum. 

 Pemasangan alat pendeteksi gempa dan sistem notifikasi dini. 

B. Gunung Meletus 

 Pemetaan zona bahaya berdasarkan sejarah letusan gunung. 

 Pemantauan aktivitas gunung api oleh BMKG dan PVMBG. 

 Membangun tempat pengungsian yang cukup jauh dari zona merah. 

 Penyediaan masker, logistik, dan informasi evakuasi untuk warga. 

C. Banjir 

 Membangun tanggul, kanal, atau sistem drainase kota. 

 Normalisasi sungai dan pembersihan aliran air dari sampah. 

 Menyusun peraturan larangan pembangunan di daerah rawan banjir. 

 Reboisasi dan pelestarian daerah tangkapan air (resapan air). 

D. Kebakaran Hutan 

 Memberikan edukasi kepada petani tentang bahaya membakar lahan. 

 Patroli rutin dan pengawasan kawasan hutan dengan drone atau satelit. 

 Membangun menara pemantauan api dan pos siaga kebakaran. 

 Penegakan hukum bagi pelaku pembakaran lahan secara sengaja. 
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5. Perencanaan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) 

Perencanaan PRB adalah langkah sistematis untuk memahami dan mengurangi risiko terhadap 

bencana melalui berbagai tindakan jangka panjang yang terintegrasi dalam perencanaan 

pembangunan daerah dan nasional. 

Langkah-langkah dalam PRB: 

 
1. Identifikasi Risiko Bencana: 

 Mengetahui potensi bencana di suatu wilayah berdasarkan data historis dan geologis. 

2. Analisis Kerentanan: 

 Menilai siapa dan apa saja yang paling rentan, seperti permukiman padat, sekolah, rumah 

sakit, dan masyarakat miskin. 

3. Penilaian Kapasitas: 

 Menilai sejauh mana kemampuan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi bencana. 

4. Pemodelan dan Pemetaan Risiko: 

 Menggunakan peta risiko untuk merancang sistem mitigasi berbasis wilayah. 

5. Perencanaan Aksi Mitigasi: 

 Menyusun rencana-rencana aksi untuk menanggulangi dan mengurangi risiko sesuai 

prioritas. 

6. Implementasi Strategi: 

 Melaksanakan program mitigasi secara bertahap, sesuai anggaran dan urgensi. 

7. Pemantauan dan Evaluasi: 

 Mengawasi efektivitas dari kegiatan PRB dan melakukan revisi bila diperlukan. 

 
6. Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Mitigasi 

Peran Pemerintah: 

 Menyusun kebijakan nasional dan daerah terkait penanggulangan bencana. 

 Menyediakan anggaran untuk pembangunan infrastruktur mitigasi. 

 Mengelola dan menyebarkan informasi bencana secara transparan dan cepat. 

 Melakukan kerja sama dengan lembaga internasional untuk bantuan teknis dan pendanaan. 

Peran Masyarakat: 

 Mengikuti pelatihan dan simulasi kebencanaan yang diadakan pemerintah atau sekolah. 

 Menerapkan kebiasaan hidup siaga, seperti mengetahui jalur evakuasi dan titik kumpul. 

 Membangun komunitas siaga bencana yang saling membantu sebelum dan saat bencana. 

 Tidak melakukan kegiatan yang memperparah risiko, seperti membuang sampah sembarangan 

atau membangun di daerah rawan. 

7. Prinsip-Prinsip Mitigasi yang Efektif 

 Partisipatif: Semua pihak harus terlibat, baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha, maupun 

akademisi. 

 Berdasarkan Data: Mitigasi harus dirancang berdasarkan hasil riset dan analisis risiko yang 

ilmiah. 

 Berkelanjutan: Harus menjadi bagian dari rencana pembangunan jangka panjang. 

 Adaptif dan Kontekstual: Disesuaikan dengan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan geografis 

wilayah masing-masing. 

 Fleksibel: Mampu disesuaikan dengan kondisi terkini dan hasil evaluasi. 
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BAB III 
PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT 
DALAM MITIGASI 
BENCANA 



I. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MITIGASI BENCANA 

Pemberdayaan masyarakat dalam mitigasi bencana adalah upaya untuk meningkatkan 

kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam menghadapi potensi bencana, serta 

melibatkan mereka secara aktif dalam upaya pengurangan risiko bencana. Ini mencakup 

berbagai kegiatan seperti pelatihan, penyuluhan, pembentukan kelompok siaga bencana, 

dan pengembangan rencana kontinjensi. Tujuannya adalah agar masyarakat lebih siap 

dan mampu mengurangi dampak negatif bencana ketika terjadi. 

 
Pemberdayaan masyarakat dalam mitigasi bencana memiliki beberapa aspek penting: 

Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang jenis-jenis bencana yang mungkin 

terjadi di wilayah mereka, potensi dampaknya, serta langkah-langkah yang dapat diambil 

untuk mengurangi risiko. Masyarakat perlu dibekali dengan keterampilan praktis, seperti 

pertolongan pertama, evakuasi mandiri, penggunaan alat-alat penyelamatan sederhana, 

dan komunikasi yang efektif saat terjadi bencana. Membentuk kelompok-kelompok siaga 

bencana di tingkat komunitas (desa, kelurahan, RT/RW) dan melibatkan mereka dalam 

perencanaan dan pelaksanaan kegiatan mitigasi. 

Pengembangan Rencana Kontinjensi: 

Masyarakat dilibatkan dalam 

penyusunan rencana kontinjensi 

bencana yang berisi langkah-langkah 

yang harus diambil sebelum, saat, dan 

setelah terjadi bencana 

 
 
 

 
Penguatan Kapasitas: 

Pemberdayaan juga mencakup peningkatan kapasitas masyarakat dalam hal infrastruktur 

fisik (misalnya, pembangunan rumah tahan bencana), maupun sosial (misalnya, jaringan 

komunikasi, sistem peringatan dini) 

 
Kerjasama dan Kolaborasi: 

Membangun kemitraan yang kuat antara masyarakat, pemerintah daerah, lembaga 

swadaya masyarakat (LSM), dan sektor swasta dalam upaya mitigasi bencana. Dengan 

pemberdayaan yang efektif, masyarakat akan menjadi lebih tangguh dan mampu 

mengurangi risiko serta dampak buruk bencana. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat 

dalam mitigasi bencana juga dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab 

mereka terhadap lingkungan dan keselamatan bersama. 
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A. TSUNAMI ACEH 2004 
 

Sumber : PVMBG (2006). Laporan Aktivitas Merapi 

Tsunami Aceh 2004, yang juga dikenal sebagai Gempa Bumi dan Tsunami Samudra 

Hindia, adalah bencana alam dahsyat yang terjadi pada hari Minggu, 26 Desember 2004, 

pukul 07:58:53 pagi waktu WIB. Peristiwa ini menjadi salah satu bencana alam paling 

mematikan dalam sejarah. 

Bencana ini dipicu oleh gempa bumi megathrust bawah laut raksasa (Gempa Bumi 

Sumatra-Andaman) dengan kekuatan magnitudo 9.1-9.3 Mw. Gempa terjadi di lepas 

pantai barat Sumatra, Indonesia, di sepanjang parit Sunda tempat lempeng India 

menunjam di bawah lempeng Burma. Retakan sepanjang 1.600 km terjadi pada 

permukaan patahan, menyebabkan perpindahan sekitar 30 km³ air laut. 

Gelombang tsunami, beberapa di antaranya mencapai ketinggian hingga 30 meter, 

menerjang wilayah pesisir Aceh, Indonesia, hanya dalam waktu 15-20 menit setelah 

gempa. Dampaknya sangat menghancurkan, menyebabkan kehancuran yang meluas 

dan hilangnya banyak nyawa: 

 Indonesia menjadi negara yang paling parah terkena dampak, terutama provinsi 

Aceh, di mana diperkirakan 130.000 hingga 167.000 orang meninggal atau hilang. 

 Tsunami ini juga memengaruhi 13 negara lain di sekitar Samudra Hindia, termasuk 

Sri Lanka, India, dan Thailand, sehingga total korban jiwa mencapai sekitar 227.898 

orang. 

 Selain korban jiwa, ratusan ribu orang kehilangan tempat tinggal. 

 Bencana ini juga menyebabkan perubahan signifikan dalam tatanan sosial, 

infrastruktur, dan ekonomi daerah yang terkena dampak. Namun, di sisi lain, peristiwa 

ini juga memicu upaya kemanusiaan internasional dan rekonstruksi pasca-bencana 

yang masif. 

 
Tsunami Aceh 2004 tetap dikenang sebagai salah satu bencana alam paling mematikan 

dalam sejarah yang tercatat. 
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Gempa Bumi Pemicu Kekuatan yang Belum Pernah Terlihat. 

 
Pusat gempa terletak sekitar 160 kilometer sebelah barat Aceh, tepatnya di lepas pantai 

utara Pulau Simeulue. Pergeseran lempeng bumi yang terjadi begitu dahsyat, 

menciptakan patahan terpanjang yang pernah tercatat, membentang sejauh 1.600 

kilometer. Energi yang dilepaskan setara dengan ledakan 23.000 bom atom Hiroshima! 

Pergeseran vertikal dasar laut inilah yang secara masif memindahkan volume air laut dan 

memicu gelombang raksasa. Para ilmuwan bahkan mencatat bahwa energi gempa ini 

begitu besar sehingga mampu menggetarkan seluruh planet, dan bahkan sedikit 

mengubah bentuk bumi! 
 

Gelombang Maut dan Kecepatan yang Mengerikan 

 
Gelombang tsunami yang terbentuk di laut dalam bisa bergerak dengan kecepatan 

pesawat jet, mencapai sekitar 800 kilometer per jam. Namun, saat mendekati pantai, 

gelombang melambat tetapi ketinggiannya justru meningkat drastis. Di Aceh, gelombang 

pertama tiba hanya dalam waktu sekitar 15-20 menit setelah gempa. Ini adalah waktu 

yang sangat singkat, membuat banyak orang tidak memiliki kesempatan untuk 

menyelamatkan diri. 

Ketinggian gelombang bervariasi di setiap lokasi, namun di beberapa area pesisir Aceh, 

khususnya di Lhoknga dan Meulaboh, gelombang dilaporkan mencapai 30 meter, 

menghantam daratan dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Struktur bangunan, 

pepohonan, bahkan perbukitan kecil, seolah tak berarti di hadapan keganasan air bah. 
 

Dampak yang Melampaui Batas Geografis 

 
Meskipun Aceh menjadi pusat kehancuran, dampak Tsunami 2004 menjalar ke seluruh 

Samudra Hindia. Gelombang yang tercipta melintasi lautan luas dan tiba di berbagai 

negara dalam hitungan jam: 

 Sri Lanka: Terdampak parah di sepanjang garis pantainya, terutama di Galle dan 

Matara. 

 India: Pesisir selatan India, khususnya di Tamil Nadu dan Kepulauan Andaman dan 

Nicobar, mengalami kerusakan signifikan. 

 Thailand: Destinasi wisata populer seperti Phuket dan Khao Lak diterjang, menelan 

banyak korban jiwa dari kalangan turis maupun penduduk lokal. 

 Bahkan di Afrika: Gelombang kecil masih terasa di pesisir Somalia dan Tanzania, 

meskipun dengan dampak yang tidak sebesar di negara-negara Asia. 

Peristiwa ini benar-benar menunjukkan bagaimana bencana alam berskala besar bisa 

melampaui batas-batas negara dan menghubungkan seluruh dunia dalam kesedihan. 
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Respons Kemanusiaan Global dan Pembelajaran Berharga 

 
Tragedi Tsunami Aceh 2004 memicu respons kemanusiaan global yang belum pernah 

terjadi sebelumnya. Dana bantuan dan relawan berdatangan dari seluruh penjuru dunia. 

Negara-negara, organisasi internasional, LSM, hingga individu swasta bersatu padu 

membantu proses evakuasi, penyediaan logistik, hingga fase rehabilitasi dan 

rekonstruksi. 

Dari peristiwa ini, banyak pelajaran berharga diambil: 

 Sistem Peringatan Dini: Banyak negara di sekitar Samudra Hindia mulai membangun 

dan meningkatkan sistem peringatan dini tsunami. Ini adalah langkah krusial untuk 

memberikan waktu evakuasi yang cukup bagi masyarakat. 

 Edukasi dan Mitigasi Bencana: Kesadaran akan pentingnya edukasi bencana dan 

langkah-langkah mitigasi ditingkatkan. Masyarakat diajarkan tentang tanda-tanda 

tsunami dan cara menyelamatkan diri. 

 Bangun Kembali yang Lebih Baik (Build Back Better): Proses rekonstruksi di Aceh 

dan daerah lain menerapkan prinsip "Build Back Better," artinya membangun kembali 

infrastruktur dan permukiman dengan standar yang lebih aman dan tahan bencana. 

Tsunami Aceh 2004 adalah pengingat yang menyakitkan akan kekuatan alam yang tak 

terduga, namun juga menjadi bukti nyata akan kekuatan kemanusiaan dan solidaritas di 

saat-saat paling sulit. 

 

 
Sumber : BNPB (2014). Laporan Tahunan 
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B. GEMPA SUMATERA BARAT 2009 "GAMPO BUMI 30 SEPTEMBER" 

Gempa Bumi Sumatera Barat 2009, yang dikenal luas sebagai "Gampo Bumi 30 

September", adalah gempa bumi dahsyat yang melanda wilayah Sumatera Barat pada 

Rabu, 30 September 2009, pukul 17:16:10 WIB. 

Penyebab dan Kekuatan 

 Penyebab: Gempa ini disebabkan oleh aktivitas tektonik di zona subduksi antara 

Lempeng Indo-Australia yang menunjam di bawah Lempeng Eurasia. Sumatera Barat 

memang terletak di zona Cincin Api Pasifik, di mana pertemuan lempeng-lempeng 

bumi ini sangat aktif dan sering menimbulkan gempa. Selain itu, keberadaan Patahan 

(Sesar) Semangko dan Patahan Mentawai juga berkontribusi pada aktivitas seismik 

tinggi di wilayah ini. 

 Magnitudo: Gempa utama memiliki kekuatan 7,6 Skala Magnitudo (Mw). 

 Episentrum dan Kedalaman: Pusat gempa berada di lepas pantai Sumatera Barat, 

sekitar 50 km barat laut Kota Padang, dengan kedalaman sekitar 71 km. 

Kronologi Singkat 

30 September 2009: Gempa utama berkekuatan 7,6 Mw terjadi pada sore hari, 

mengguncang wilayah Padang, Pariaman, dan sekitarnya. 

1 Oktober 2009: Gempa susulan dengan kekuatan 6,8 Mw terjadi lagi, kali ini 

berpusat di sekitar 46 km tenggara Kota Sungaipenuh, memperparah kerusakan 

yang sudah ada. 

 

 

 
Sumber : BNPB (2014), BMKG (2019), USGS (2015) 
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Dampak gempa ini sangat parah, terutama di wilayah pesisir barat Sumatera Barat, 

termasuk Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, dan Kabupaten 

Agam. 

 Korban Jiwa: Menurut data Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana 

(Satkorlak PB), sebanyak 1.117 orang tewas akibat gempa ini, tersebar di 3 kota dan 

4 kabupaten di Sumatera Barat. Selain itu, 1.214 orang mengalami luka berat dan 

1.688 orang luka ringan. 

 Kerusakan Infrastruktur: Kerusakan material sangat masif: 

135.448 rumah rusak berat 

65.380 rumah rusak sedang 

 78.604 rumah rusak ringan Lebih dari 200.000 rumah dan bangunan hancur atau 

rusak parah. Ini termasuk gedung-gedung kantor, sekolah, rumah sakit, tempat 

ibadah, pasar, jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. 

 Bandara Internasional Minangkabau (BIM) juga mengalami kerusakan pada sebagian 

atap dan jaringan listrik. 

 Kerugian Ekonomi: Total kerugian material diperkirakan mencapai Rp 21,58 

triliun.Dampak Lanjutan: Selain kerusakan fisik, gempa ini juga memicu tanah longsor 

di beberapa area, terutama di daerah perbukitan. Beberapa bangunan roboh akibat 

likuefaksi (pelulukan) tanah yang jenuh air. Kondisi pasca-gempa juga meningkatkan 

potensi penyakit seperti diare, demam, alergi, dan tetanus. 

Respons dan Pemulihan 

Respons terhadap gempa 2009 melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, 

pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga bantuan internasional. 

 Evakuasi dan Penanganan Korban: Upaya pencarian dan penyelamatan (SAR) 

dilakukan secara intensif. Tim medis dan bantuan kemanusiaan dari dalam dan luar 

negeri berdatangan untuk membantu korban. 

 Pemulihan Infrastruktur: PT Pertamina dan PT PLN bergerak cepat untuk 

memulihkan pasokan BBM dan listrik di daerah terdampak. 

 Rehabilitasi dan Rekonstruksi: Proses rehabilitasi dan rekonstruksi memakan waktu 

bertahun-tahun, dengan fokus pada pembangunan kembali rumah dan fasilitas 

umum yang rusak, serta perbaikan jalur transportasi. Program hunian tetap (huntap) 

juga dibangun untuk para korban yang kehilangan tempat tinggal. 

Gempa Sumatera Barat 2009 menjadi pengingat pahit akan kerentanan wilayah ini 

terhadap gempa bumi, sekaligus menjadi pendorong untuk meningkatkan kesiapsiagaan 

bencana dan membangun infrastruktur yang lebih tangguh. Bagi masyarakat Padang, 

peristiwa ini adalah bagian dari sejarah yang tak terlupakan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
gempa bumi sumatera barat 2009 gempa bumi sumatera barat 2009 

Sumber : BNPB (2014), BMKG (2019), USGS (2015) 
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C. GUNUNG MERAPI 2006 

ERUPSI GUNUNG MERAPI PADA TAHUN 2006 ADALAH EPISODE LETUSAN YANG 

SIGNIFIKAN, DITANDAI DENGAN BERBAGAI AKTIVITAS VULKANIK YANG 

MENGKHAWATIRKAN MASYARAKAT DI SEKITARNYA. PERISTIWA INI JUGA LEKAT 

DENGAN KISAH HEROIK MBAH MARIDJAN, JURU KUNCI MERAPI SAAT ITU. 

 
KRONOLOGI SINGKAT DAN PEMICU 

AKTIVITAS GUNUNG MERAPI SUDAH MENUNJUKKAN PENINGKATAN SEJAK AWAL 

TAHUN 2006. 

 PENINGKATAN AKTIVITAS: SEJAK MARET 2006, STATUS MERAPI TERUS NAIK, 

DARI NORMAL MENJADI WASPADA PADA 15 MARET, SIAGA PADA 12 APRIL, 

DAN AKHIRNYA AWAS PADA 13 MEI 2006. 

 PERTUMBUHAN KUBAH LAVA: SALAH SATU PENYEBAB UTAMA ERUPSI 

ADALAH PERTUMBUHAN KUBAH LAVA BARU DI PUNCAK. KUBAH LAVA INI 

TERUS MEMBESAR DAN TIDAK STABIL. 

 GEMPA BUMI YOGYAKARTA 2006: PADA 27 MEI 2006, TERJADI GEMPA BUMI 

BERKEKUATAN 6,2 SKALA RICHTER DI YOGYAKARTA. GEMPA INI DIDUGA 

TURUT MEMENGARUHI STRUKTUR DALAM GUNUNG MERAPI DAN 

MEMPERCEPAT PROSES ERUPSI, MESKIPUN SECARA LANGSUNG BUKAN 

PEMICU UTAMA ERUPSI VULKANIK. 

 PERISTIWA "GEGER BOYO": PADA 4 JUNI 2006, TERJADI PERISTIWA "GEGER 

BOYO", YAITU RUNTUHNYA KUBAH LAVA LAMA YANG MENEMPEL DI DINDING 

PUNCAK. PERISTIWA INI SANGAT SIGNIFIKAN KARENA MENGUBAH JALUR 

GUGURAN MATERIAL VULKANIK. 

 PUNCAK ERUPSI: ERUPSI TERBESAR TERJADI PADA 14 JUNI 2006, DITANDAI 

DENGAN LUNCURAN AWAN PANAS YANG MENCAPAI JARAK HINGGA 7 

KILOMETER KE ARAH TENGGARA, YAITU KE HULU KALI GENDOL. 
 

Sumber : PVMBG (2006). Laporan Aktivitas Merapi 
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DAMPAK DAN KERUGIAN 

MESKIPUN STATUS MERAPI SUDAH "AWAS" DAN SEBAGIAN BESAR WARGA 

SUDAH DIUNGSIKAN, ERUPSI INI TETAP MENYEBABKAN DAMPAK SERIUS: 

 KORBAN JIWA: DUA RELAWAN, SARJONO DAN KENTENG, TEWAS AKIBAT 

TERJEBAK AWAN PANAS DI DALAM BUNKER KALIADEM. BUNKER INI, YANG 

SEHARUSNYA MENJADI TEMPAT PERLINDUNGAN, JUSTRU TERTIMBUN 

MATERIAL VULKANIK PANAS DAN GAS BERACUN. PERISTIWA INI MENJADI 

PENGINGAT TRAGIS BAHWA TIDAK SEMUA TEMPAT PERLINDUNGAN AMAN DI 

TENGAH KONDISI DARURAT GUNUNG BERAPI. 

 KERUSAKAN FISIK:KAWASAN WISATA KALIADEM DI KECAMATAN 

CANGKRINGAN, SLEMAN, TERKUBUR MATERIAL PIROKLASTIK (ENDAPAN 

AWAN PANAS) DENGAN KETEBALAN RATA-RATA LEBIH DARI 3 METER. 

 JALUR GUGURAN LAVA MENJADI SEMAKIN LEBAR DAN DALAM AKIBAT 

AMBROLNYA "GEGER BOYO". 

 HUTAN DI SEKITAR KALIADEM HANGUS TERBAKAR. 

 BEBERAPA INFRASTRUKTUR SEPERTI TANGKI AIR MELELEH AKIBAT SUHU 

PANAS. 

 PENGUNGSIAN MASSAL: RIBUAN WARGA DARI DESA-DESA DI LERENG 

MERAPI DIEVAKUASI KE TEMPAT-TEMPAT PENGUNGSIAN YANG AMAN. 

PEMERINTAH BAHKAN MEMBELI HEWAN TERNAK WARGA UNTUK 

MENGHINDARI JATUHNYA KORBAN JIWA KARENA WARGA ENGGAN 

MENGUNGSI DEMI MENJAGA TERNAK MEREKA. 

 HUJAN ABU: TERJADI HUJAN ABU VULKANIK DI BEBERAPA WILAYAH DI KOTA 

DAN KABUPATEN MAGELANG SERTA KABUPATEN SLEMAN DAN JAWA TENGAH 

SELAMA BEBERAPA HARI. 

PEMBELAJARAN DARI ERUPSI 2006 

ERUPSI MERAPI 2006 MEMBERIKAN PELAJARAN BERHARGA DALAM MITIGASI 

BENCANA GUNUNG BERAPI: 

 BAHAYA AWAN PANAS: MENEGASKAN KEMBALI BAHAYA EKSTREM AWAN 

PANAS YANG BISA MELUNCUR CEPAT DENGAN SUHU SANGAT TINGGI. 

 EVALUASI JALUR EVAKUASI DAN SHELTER: PERISTIWA DI BUNKER KALIADEM 

MENUNJUKKAN PENTINGNYA EVALUASI ULANG LOKASI DAN KEKUATAN 

SHELTER SERTA JALUR EVAKUASI YANG BENAR-BENAR AMAN. 

 EDUKASI MASYARAKAT: PENTINGNYA EDUKASI TERUS-MENERUS KEPADA 

MASYARAKAT TENTANG KARAKTERISTIK MERAPI DAN PENTINGNYA 

MEMATUHI INSTRUKSI EVAKUASI. 

ERUPSI MERAPI 2006 ADALAH BAGIAN TAK TERPISAHKAN DARI SEJARAH 

GUNUNG MERAPI YANG AKTIF, YANG TERUS MENGAJARKAN KITA TENTANG 

BAGAIMANA HIDUP HARMONIS DAN SIAGA DI DEKAT SALAH SATU GUNUNG 

BERAPI PALING AKTIF DI DUNIA INI. 
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D. BANJIR BANDUNG (2016) 

BANJIR BANDUNG 2016: "BANJIR CILEUNCANG" DAN MELUAPNYA SUNGAI 

PADA TAHUN 2016, KOTA DAN KABUPATEN BANDUNG BEBERAPA KALI DITERJANG 

BANJIR, TERUTAMA PADA BULAN MARET DAN OKTOBER-NOVEMBER. BANJIR INI 

SERING DISEBUT SEBAGAI "BANJIR CILEUNCANG" DI KOTA BANDUNG, MENGACU 

PADA BANJIR GENANGAN YANG TERJADI AKIBAT CURAH HUJAN TINGGI, DAN 

BANJIR AKIBAT LUAPAN SUNGAI DI KABUPATEN BANDUNG. 

BEBERAPA FAKTOR BERKONTRIBUSI PADA SERINGNYA BANJIR DI BANDUNG 

PADA TAHUN 2016: 

 CURAH HUJAN EKSTREM: INTENSITAS HUJAN YANG SANGAT TINGGI DALAM 

WAKTU SINGKAT MENJADI PEMICU UTAMA. DEBIT AIR YANG DIHASILKAN 

MELEBIHI KAPASITAS SALURAN DRAINASE DAN SUNGAI. 

 DRAINASE BURUK: SISTEM DRAINASE DI KOTA BANDUNG, TERUTAMA DI 

AREA PADAT PENDUDUK DAN KOMERSIAL SEPERTI PASTEUR DAN PAGARSIH, 

SERINGKALI TIDAK MEMADAI. SALURAN YANG SEMPIT DAN TERSUMBAT 

SAMPAH SERTA SEDIMENTASI MENYEBABKAN AIR MELUAP KE JALAN. 

 ALIH FUNGSI LAHAN:BANDUNG UTARA: PEMBANGUNAN PERMUKIMAN 

DAN ALIH FUNGSI LAHAN DI KAWASAN BANDUNG UTARA (KAWASAN 

RESAPAN AIR) MENGURANGI KEMAMPUAN TANAH UNTUK MENYERAP AIR 

HUJAN. AKIBATNYA, AIR LANGSUNG MENGALIR KE DATARAN YANG LEBIH 

RENDAH DI KOTA BANDUNG. 

 BANTARAN SUNGAI: PEMBANGUNAN PERMUKIMAN DI BANTARAN SUNGAI 

MENYEMPITKAN ALIRAN SUNGAI DAN MENGURANGI KAPASITASNYA 

MENAMPUNG AIR, SEHINGGA SUNGAI MUDAH MELUAP. 

 SEDIMENTASI DAN PENDANGKALAN SUNGAI: SUNGAI-SUNGAI UTAMA, 

TERUTAMA ANAK SUNGAI CITARUM SEPERTI SUNGAI CIKIJING, CIMANDE, 

CITEPUS, CIKAPUNDUNG, MENGALAMI PENDANGKALAN AKIBAT SEDIMENTASI 

DAN TUMPUKAN SAMPAH. HAL INI MENGURANGI DAYA TAMPUNG SUNGAI. 

 KONDISI TOPOGRAFI CEKUNGAN (BANDUNG SELATAN): WILAYAH KABUPATEN 

BANDUNG SELATAN, SEPERTI BALEENDAH, DAYEUHKOLOT, DAN 

BOJONGSOANG, SECARA ALAMI MERUPAKAN CEKUNGAN. KETIKA AIR DARI 

HULU MENGALIR KE AREA INI, AIR AKAN TERAKUMULASI DAN SULIT SURUT, 

APALAGI JIKA TERJADI LUAPAN SUNGAI CITARUM. 
 

Sumber : PVMBG (2006). Laporan Aktivitas Merapi 
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TITIK TERPARAH DAN DAMPAK 

BANJIR 2016 BERDAMPAK LUAS, BAIK DI KOTA BANDUNG MAUPUN KABUPATEN 

BANDUNG. 

DI KOTA BANDUNG (TERUTAMA PADA OKTOBER-NOVEMBER 2016): 

 JALAN PASTEUR: AREA IKONIK YANG TERENDAM PARAH, DENGAN 

KETINGGIAN AIR MENCAPAI SEKITAR 1,6 METER. KAWASAN PARKIR MAL 

SEPERTI BANDUNG TRADE CENTER (BTC) JUGA TERENDAM, MENYEBABKAN 

MOBIL-MOBIL TERSERET ARUS. 

 JALAN PAGARSIH: SALAH SATU LANGGANAN BANJIR DI BANDUNG. PADA 2016, 

KETINGGIAN AIR DI SINI LEBIH BESAR DAN ARUSNYA LEBIH KUAT DARI 

BIASANYA, BAHKAN MENYEBABKAN SATU KORBAN JIWA YANG DIDUGA 

TERSERET ARUS KE SELOKAN. 

 JALAN PASIRKOJA, ASTANAANYAR, KALIPAH APO, HINGGA GEDEBAGE JUGA 

MENGALAMI GENANGAN PARAH. 

 STASIUN KERETA API BANDUNG: REL DAN TERMINAL TERGENANG SEKITAR 

30 SENTIMETER, MENGHAMBAT PERJALANAN BEBERAPA KERETA API. 

 DAMPAK: KERUGIAN MATERIAL CUKUP BESAR AKIBAT KENDARAAN YANG 

RUSAK, TOKO-TOKO YANG TERENDAM, DAN AKTIVITAS EKONOMI YANG 

LUMPUH SEMENTARA. 

DI KABUPATEN BANDUNG (TERUTAMA PADA MARET 2016): 

 BALEENDAH, DAYEUHKOLOT, BOJONGSOANG: KAWASAN INI MERUPAKAN 

LANGGANAN BANJIR TAHUNAN KARENA BERADA DI CEKUNGAN DAN 

DILINTASI SUNGAI CITARUM. KETINGGIAN AIR PADA MARET 2016 MENCAPAI 

80 SENTIMETER HINGGA 3 METER, MEMBUAT RIBUAN RUMAH TERENDAM. 

 PENGUNGSIAN MASSAL: SEBANYAK 2.087 WARGA DARI 627 KELUARGA DI 

KECAMATAN BALEENDAH, DAYEUHKOLOT, DAN BOJONGSOANG MENGUNGSI 

KE LOKASI YANG LEBIH AMAN, SEPERTI GOR BALEENDAH, KANTOR 

KECAMATAN, KORAMIL, HINGGA MASJID. 

 KERUGIAN: SELAIN RUMAH-RUMAH WARGA, SEJUMLAH SEKOLAH DAN 

FASILITAS UMUM JUGA TERENDAM, MENGGANGGU AKTIVITAS BELAJAR- 

MENGAJAR DAN PELAYANAN PUBLIK. AKSES JALAN SEPERTI DAYEUHKOLOT- 

BALEENDAH TERPUTUS. 

 

Sumber : BNPB (2014). Laporan Tahunan 
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UPAYA PENANGANAN (JANGKA PENDEK DAN PANJANG) 

PEMERINTAH KOTA DAN  KABUPATEN BANDUNG, BERSAMA DENGAN 

PEMERINTAH PROVINSI DAN PUSAT, BERUPAYA MENGATASI MASALAH BANJIR INI: 

 NORMALISASI  SUNGAI DAN DRAINASE: DILAKUKAN PENGERUKAN 

SEDIMENTASI, PELEBARAN, DAN PERBAIKAN SALURAN DRAINASE SERTA 

SUNGAI. 

 PEMBANGUNAN KOLAM RETENSI/TAMPUNGAN AIR: BERBAGAI KOLAM 

RETENSI DIBANGUN DI BEBERAPA TITIK STRATEGIS, SEPERTI KOLAM 

RETENSI TAMAN LANSIA DAN KOLAM RETENSI KANDAGA PUSPA, UNTUK 

MENAMPUNG AIR HUJAN DAN MENGURANGI DEBIT AIR YANG LANGSUNG 

MENGALIR KE PERMUKIMAN. 

 "TOL AIR": KONSEP "TOL AIR" SEMPAT DIGAGAS DAN DITERAPKAN DI 

BEBERAPA TITIK, SEPERTI DI PASTEUR, UNTUK MEMPERCEPAT ALIRAN AIR 

KE SALURAN YANG LEBIH BESAR ATAU KOLAM PENAMPUNG. 

 REVITALISASI CITARUM: MASALAH BANJIR DI BANDUNG SELATAN SANGAT 

BERKAITAN DENGAN KONDISI DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) CITARUM YANG 

RUSAK. PROGRAM CITARUM HARUM DIGALAKKAN UNTUK MENGATASI 

PENCEMARAN, SEDIMENTASI, DAN ALIH FUNGSI LAHAN DI HULU SUNGAI. 

 EDUKASI MASYARAKAT: PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT TENTANG 

PENTINGNYA TIDAK MEMBUANG SAMPAH SEMBARANGAN KE SALURAN AIR 

DAN SUNGAI. 

BANJIR BANDUNG 2016 MENJADI SALAH SATU PENGINGAT KERAS AKAN 

TANTANGAN PENATAAN KOTA DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN DI WILAYAH 

CEKUNGAN PADAT PENDUDUK SEPERTI BANDUNG. UPAYA PENANGGULANGAN 

BANJIR INI MEMERLUKAN SINERGI JANGKA PANJANG DARI BERBAGAI PIHAK, 

BAIK PEMERINTAH, MASYARAKAT, MAUPUN SEKTOR SWASTA. 
 

 

 
Sumber : BNPB (2014). Laporan Tahunan 
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Sumber : BNPB, Kementerian PUPR 
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Sumber : BNPB (2017). Pedoman Teknis Bangunan Tahan Gempa 
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Sumber : Sphere Association (2018). Sphere Handbook 
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Sumber : BNPB (2017), Kementerian PUPR (2015) 
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Sumber : UNDRR (2015). Sendai Framework 
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Sumber : UN-Habitat (2014), Sphere (2018) 
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